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ABSTRACT

The installation of land boundary markers is an effort to realize the legal
certainty of the landowner and prevent land conflicts. However, in reality, many
people still have not installed boundary markers on their land. This study aims to
determine the factors that influence the lack of installation of land boundary
markers, the impacts that occur due to the absence of land boundary markers, and
the solutions provided to overcome this problem in Jagoan Village, Sambi District,
Boyolali Regency. The study used a qualitative method with a descriptive approach.
Where data collection used interviews, observations and studies of existing
documents. This information consisted of employees of the Boyolali Regency Land
Office, the Jagoan Village Government, Notaries/PPAT/PPATS in Sambi District,
and the Jagoan Village community. The data obtained were analyzed to obtain the
results of the discussion. The results of this study indicate that there are three factors
that influence the lack of installation of land boundary markers, including legal,
social, and economic factors. The legal factor is the lack of public understanding
regarding boundary marking regulations. The social factor is the community's habit
of making natural boundaries into land boundaries. Economic factors stem from the
assumption that installing markers requires the involvement of surveyors and the
purchase of markers. Legal impacts include disputes, boundary conflicts, and
encroachment or misuse of land boundaries. Social impacts include disrupted
community communication, decreased trust, and ongoing conflict. Economic
impacts include declining land values, preventing communities from maximizing
their use of the land. Several solutions have been proposed, including outreach and
collaboration with relevant parties familiar with boundary marking regulations,
subsidies for village communities, and ongoing monitoring and evaluation of the
maintenance of land boundary markers.
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INTISARI

Pemasangan patok batas bidang tanah adalah upaya demi mewujudkan
kapastian hukum pemilik tanah tersebut dan mencegeha terjadi konflik pertanahan.
Tetapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memasang patok
batas bidang tersebut pada bidang tanahnya. Pada penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpasanganya patok
batas bidang tanah, damapak yang terjadi akibat tidak adanya patok batas bidang
tanah, dan solusi yang diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut pada Desa
Jagoan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pengumpulan data ini
menggunakan wawancara, observasi serta studi dokumen yang ada. Informasi ini
terdiri dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa
Jagoan, Notaris/PPAT/PPATS di Kecamatan Sambi, dan masyarakat Desa Jagoan.
Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh hasil pembahasan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tidak
terpasanganya patok batas bidang tanah yang diantaranya, faktor hukum, sosial, dan
ekonomi. Faktor hukum kurangnya pemahaman masyarakat tekait aturan tanda
batas. Faktor sosial kebiasaan masyarakat menjadikan batas alam menjadi batas
bidang tanah. faktor ekonomi karena anggapan pemasangan patok perlu
mendatangkan petugas ukur dan membeli patok. Dampak hukum yaitu perselisihan,
konflik batas bidang, dan peneyerobotan atau penyalahgunaan batas bidang tanah.
Dampak sosial terganggunnya komunikasi masyarakat, kepercayaan menurun, dan
konflik yang berkelanjutan. Dampak ekonomi menurunya nilai tanah sehingga
masyarakat tidak memaksimalkan dalam pemanfaatan tanah tersebut. Ada beberapa
solusi yang diberikan dianataranya sosialisasi dan kerja sama dengan pihak terkait
yang faham aturan tanda batas, adanya subsidi kepada masyarakat desa, serta
melaksanakan monitoring dan evaluasi bekelanjutan untuk pemeliharaan patok
tanda batas bidang tanah.

Kata kunci: Patok Batas Bidang Tanah, Hukum, Sosial, Ekonomi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasangan patok batas bidang tanah adalah langkah penting
dalam sistem administrasi pertanahan yang bertujuan untuk memberikan
kejelasan mengenai batas kepemilikan tanah (Anjarsari dkk, 2025). Proses
ini melibatkan penandaan fisik batas bidang tanah yang menjadi hak milik
seseorang sehingga dapat mengurangi potensi sengketa antara pemilik
tanah yang berbatasan. Patok tersebut berfungsi sebagai tanda yang jelas
dalam pengelolaan tanah dan sebagai bukti hukum dalam kepemilikan
(Junarto dkk. 2023). Dalam hal ini peran lembaga yang berwenang seperti
Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengarahkan untuk melakukan
pemasangan patok bidang tanah masyarakat. Tindakan ini tidak hanya
menegaskan hak pemilik tanah, tetapi juga mendidik masyarakat tentang
pentingnya pengelolaan tanah yang rapi dan sistematis (Supadno dkk.,
2023).

Secara umum pemasangan patok batas bidang tanah telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor
16 Tahun 2021, yang menetapkan prosedur dan persyaratan dalam
penetapan batas tanah melalui asas kontradiktur delimitatie. Regulasi ini
mengharuskan setiap masayarakat yang melakukan pendaftaran tanah harus
menunjukan patok sebagai bukti fisik kepemiikan tanah tersebut. Selain itu,
pasal-pasal dalam regulasi tersebut juga mencakup ketentuan mengenai
bagaimana pengukuran dan pemasangan patok harus dilakukan, serta
dokumen yang perlu disiapkan oleh pemilik tanah (Synthia & Iswantoro,
2020). Namun dalam paraktiknya banyak sekali kendala yang dihadapi
dalam pemasangan patok batas ini. Salah satu yang menjadi kendalanya

yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasangan patok



batas bidang tanah yang dimana menjadi salah satu hal penting dalam
penguasaan dan kepemilikan tanah.

Hal ini biasa terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengarahan
dari pemerintah atau lembaga terkait kepada masyarakat terkait peraturan
dan aturan hukum pertanahan yang berlaku. Ekonomi juga menjadi faktor
tidak terpasanganya patok batas bidang tanah karena patok yang mereka beli
untuk batas bidang tanah dianggap mahal oleh sebagian masyarakat yang
ingin membelinya. Dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait harus
memahami petingnya patok batas bidang tanah ini dengan memberikan
bantuan dan sosialisasi terkait hal ini. Tantang lainnya dihadapi dalam
konflik sosial dimana munculnya perselisihan antar pemilik tanah
berbatasan akibat tidak kejelasan batas tanah tersebut yang berujung pada
sengketa hukum batas bidang tanah. Dengan ini pemilik biasanya akan
menunjukan seingat pemilik tanah atau bahkan tidak mengetahui batas
bidang tanah, dan bahkan tidak melibatkan tetangga batasnya yang dimana
munculnya konflik tersebut.

Dalam hal pertanahan saat ini menjadi sangat penting kepastian
batas bidang tanah dengan meningkatnya nilai tanah dan kompleksitas
pengelolaannya. Karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal
saja tetapi tanah bisa sebagai aset berharga bagi pemiliknya yang bernilai
tinggi dan bertambah nilainya tiap tahun. Dengan nilai tanah yang tinggi
maka tanah juga memerlukan perlindungan hukum yang jelas. Karena itu,
kejelasan dalam pemasangan patok batas yang sah menjadi sangat penting
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut
(Rizaldi dkk.2023).

Tetapi di Kantor Pertanahan Boyolali masih mengalami beberapa
kendala dalam proses pengukuran bidang tanah yang sedang di ajukan oleh
pemohon karena tidak ada patok batas bidang tanah yang jelas saat
berlangsunya pengukuran bidang tanah tersebut. Pada pelaksanaan
pengukuran banyak petugas ukur yang menemukan bidang tanah tidak ada

patok batasnya sehingga menimbulkan konflik dengan tetangga batas



bidang tanah yang akan di ukur. Hal ini dapat juga mengganggu petugas
dalam menjalankan tugasnya yang dimana waktu dan tenaga terkuras
banyak dalam proses tersebut. Permasalahan ini berada di daerah Kelurahan
Jagoan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali yang dimana memiliki
luasan 325,68 Hektar yang mayoritas pemilik tanah di wilayah tersebut
belum memasang patok batas pada bidangannya. Kelurahann Jagoan
berbatasan dengan Kelurahan Babadan di sebelah barat, Kelurahan Kepoh
di sebelah timur, kecamatan Simo di sebelah utara, dan Kelurahan Sambi
disebelah selatan. Dengan berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya
dapat mempengaruhi secara administratif, sosial, dan hukum pada bidang
tanah tersebut.

Dengan masalah yang ada di Desa Jagoan yang dimana masyarakat
belum memasang patok batas bidang tanah, maka peneliti melakukan
analisis atau kajian. Peneliti ingin memahami beberapa pengaruh yang
menjadi masalah masyarakat di desa tersebut tidak memasang patok batas
bidang tanahnya, maka peneliti membuat penelitian ini dengan judul
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT
TIDAK MEMASANG PATOK BATAS BIDANG TANAH DI
DAERAH JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI”. Diharapakan dengan
adanya penelitian ini dapat menemukan faktor — faktor dan dampak yang
terjadi terkait tidak terpasanganya patok batas bidang tanah di Kelurahan
Jagoan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali (N.S dkk.2024). Peneliti
tidak hanya menganalisis terkait faktor dan dampak saja, akan tetapi juga
menganalisis terkait solusi atau langkah yang efektif untuk mengatasi

permasalahan tersebut.
. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam
penilitian ini sebagai berikut :
1. Faktor apa saja yang memengaruhi tidak terpasanganya patok batas
bidang tanah di daerah Jagoan, Sambi, Boyolali?



2. Dampak akibat tidak terpasangnya patok batas bidang tanah pada
masyarakat dan pengelola/pemilik tanah di daerah tersebut?
3. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif tidak memasang patok batas

bidang tanah?
C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang bisa membantu dari permasalahan
ini, diantaranya yaitu :

1. Mengindetifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi
masyarakat di daerah Jagoan, Sambi, Boyolali tidak memasang patok
batas bidang tanahnya.

2. Menganalisis dampak akibat tidak terpasangnya patok batas bidang
tanah di daerah tersebut.

3. Menganalisis solusi dan cara mengatasi dampak negatif tidak

memasang patok batas bidang tanah.
D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi
yang membutuhkan, dianataranya sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dapat menambah literatur akademis dalam bidang
pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema
yang yang berkaitan. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi
dalam menambah wawasan keilmuan pada civitas akademik.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang dampak tidak memasang patok batas bidang tanah

dan solusi yang diberikan.



BAB 8
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi tidak memasang patok batas bidang tanah:

a. Faktor Hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan yang
menjadi dasar pemasangan dan pemeliharaan patok batas bidang tanah.

b. Faktor Sosial, masyarakat masih mempunyai kebiasaan dimana batas
alam menjadi batas bidang tanah miliknya.

c. Faktor Ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa memasang patok
perlu mengundang petugas ukur sehingga mengeluarkan biaya dan
patok tersebut wajib beli pada yang jual patok.

2. Dampak yang terjadi akibat tidak memasang patok batas bidang tanah:

a. Dampak Hukum, hal ini menimbulkan beberapa dampak diantaranya
perselisinan, konflik tanda batas, dan penyerobotan serta
penyalahgunaan tanda batas bidang tanah.

b. Dampak Sosial, menimbulkan hubungan komunikasi terganggu kepada
sesama masyarakat, memutus tali persaudaraan masyarakat, kurang
kepercayaan dengan warga lainnya, dan sengketa konflik berkelanjutan
pada generasi selanjutnya.

c. Dampak Ekonomi, mengakibatkan nilai tanah turun, lalu masyarakat
tidak bisa memanfaatkan nilai tanah tersebut secara maksimal.

3. Cara mengatasi dari dampak negatif tidak memasang patok batas bidang
tanah:

a. Solusi Hukum dan Sosial, karena masih banyak masyarakat yang
kurang faham terkait aturan hukum pemasangan patok batas bidang
tanah maka perlu adanya sosialisasi dan kerja sama dengan pihak
terkait yang faham terkait pertanahan.

b. Solusi Ekonomi, pada solusi ini terdapat program subsidi (bantuan)
yang dimana ini bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat Desa

Jagaon yang memiliki ekonomi menengah kebawah
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B. Saran

1)

2)

3)

4)

Bagi Masyarakat Desa Jagoan, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman kesadaran masyarakat tentang pemasangan untuk sebagai
kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, sehingga tidak
menimbulkan suatu permasalahan.

Pemerintah Desa Jagoan diharapkan lebih aktif dalam melakukan
sosialisasi dan edukasi dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan
pemasangan patok dan memfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan
kepastian batas bidang tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam mendukung
program pemasangan patok terkait anggaran, sarana dan prasarana, serta
koordinasi antar instansi terkait supaya menciptakan tertib administrasi
pertanahan yang lebih baik kedepannya.

Bagi Peneliti selanjutnya, dimana penelitian ini masih terbatas tiga faktor
yang mempengaruhi tidak terpasangnya patok, oleh karena itu harapan bagi
peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor — faktor lainnya terhadap
pentingnya pemasangan patok batas bidang tanah.
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